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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1. 1  Latar Belakang 

Dunia hukum di Indonesia saat ini tengah menjadi sorotan masyarakat 

karena hal ini merujuk kepada kedisiplinan suatu bangsa. Banyak pro dan kontra 

yang timbul dalam bidang ini, mengenai dampak adil atau tidaknya sebuah hukum 

dari sudut pandang yang berbeda-beda. Pembenahanpun tak henti-hentinya 

dilakukan oleh pemerintah, baik dengan cara penambahan aturan-aturan baru 

maupun menjatuhkan sanksi akan tingkat kedisiplinan yang bertujuan agar 

terciptanya masyarakat yang patuh hukum. Namun apa yang menjadi tujuan 

pemerintah seringkali berbeda dengan apa yang terjadi dikenyataan. Bagaimana 

tidak, jumlah tindak pidana setiap tahun yang selalu meningkat menggambarkan 

bahwa hukum di Indonesia sudah tak lagi berdiri kokoh. Rasa tidak adil dari 

akibat hukum yang ditimbulkan masih sering kali menghinggapi masyarakat. 

Khususnya bagi masyarakat yang tergolong kategori masyarakat miskin yang 

sedang berhadapan dengan hukum. Penulis sejauh ini banyak menemukan 

bagaimana masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan hukum tidak 

mendapatkan keadilan. Keadilan yang penulis maksud disini adalah keadilan akan 

hak-hak masyarakat dalam peradilan. Menurut Nasution (1981:110) mengatakan 

bahwa “ada dua tujuan pokok yaitu dasar pemberian bantuan hukum pada 

masyarakat miskin yang lemah dari segi ekonomi dan yang kedua yaitu kesadaran 

masyarakat tentang haknya sebagai subjek hukum”. Maka yang menjadi pokok 

masalah adalah bagaimana membangun atau mendidik masyarakat agar mereka 
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memiliki pengetahuan dan kesadaran bahwa mereka mempunyai hak-hak 

membela diri atau menuntut haknya dan kepentingannya terutama jika 

kedudukannya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun seringkali hak 

tersangka tidak sepenuhnya diberitahukan oleh penegak hukum seperti kasus 

pencurian semangka di Jawa Timur dalam kasus ini, terlihat jelas bahwa penyidik 

tidak langsung memberitahukan hak tersangka terutama dalam mendapatkan 

bantuan hukum secara cuma-cuma (sumber: http://m.kompasiana.com/lamas 

i/bantuanhukum dalamsebuah perenungan _55196 22b813311e 5769de117) Lalu,  

kasus “Ernesto Arturo Miranda” yang tidak pernah diberitahukan tentang hak-

haknya sebagai tersangka termasuk untuk mendapatkan bantuan  hukum secara 

cuma-cuma      

(sumber:http://bakumsu.or.id/news/index.php?option=com_content&view=article

&id=587itemd=75). Senada dengan hal tersebut Hamzah (2011:33) mengatakan 

bahwa “dari lima puluh orang yang melakukan tindak pidana umum, sebanyak 

delapan puluh persen tidak didampingi oleh penasihat hukum dalam tingkat 

penyidikan sedangkan sisanya dua puluh persen didampingi oleh penasihat 

hukum”. Sebenarnya hal ini sudah dimuat dalam pasal 56 ayat 1 KUHAP yang 

berbunyi ”Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan 

tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas 

tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 

lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai pensihat hukum sendiri, 

pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses 

peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”. Didalam dunia 

http://m.kompasiana.com/lamas%20i/bantuanhukum%20dalamsebuah%20perenungan%20_55196%2022b813311e%205769de117
http://m.kompasiana.com/lamas%20i/bantuanhukum%20dalamsebuah%20perenungan%20_55196%2022b813311e%205769de117
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Internasional pasal 56 ayat 1 KUHAP diartikan sebagai miranda rule, yaitu aturan 

yang mengatur hak-hak seseorang yang dituduh atau disangka sebelum diperiksa 

oleh penyidik atau instansi yang berwenang Hak-Hak yang harus dihormati oleh 

penyidik diantaranya: 

1. Hak untuk diam, dan menolak untuk menjawab pertanyaan polisi 

atau yang menangkap sebelum diperiksa oleh penyidik. 

2. Hak untuk menghubungi penasihat hukum atau advokad untuk 

mendapatkan bantuan hukum. 

3. Hak untuk memilih sendiri penasihat hukum atau advokad. 

4. Hak untuk disediakan penasihat hukum apabila tersangka tidak 

mampu menyiapkan penasihat hukum atau advokad sendiri. 

(sumber: https://lawmetha.wordpress.com /2011/05/18/sejarah-miranda-rule/). 

Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia 1945 mengatur tentang 

hak memperoleh bantuan hukum yang tertera dalam pasal 28D ayat (1) yang 

berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. 

Sedangkan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

menyebutkan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. 

Kedua pasal diatas mengahrakan defenisi negara juga sebagai pengemban 

kewajiban memberikan bantuan hukum, khususnya bantuan hukum untuk 

masyarakat miskin. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang  Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan hak memperoleh bantuan 

hukum untuk sistem peradilan dalam keadaan tertentu dan bagi orang miskin, 
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wajib diberikan oleh negara, Menurut Harahap (2000:325) mengatakan bahwa 

“Program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu merupakan arti penting 

bagi terselenggara dan terpeliharanya prinsip-prinsip hukum dalam proses 

peradilan”.   

Fakir miskin memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan bantuan 

hukum dalam rangka persamaan kedudukan di hadapan hukum seperti tercantum 

dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara 

bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Atas 

dasar pertimbangan pasal 27 ayat (1) UUD 1945, fakir miskin memiliki hak 

konstitusional untuk diwakili dan dibela oleh advokat atau pembela umum baik di 

dalam maupun diluar pengadilan. Program bantuan hukum dapat diberikan tanpa 

pungutan biaya (pro bono pro publico), merupakan tanggungjawab negara sesuai 

pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “fakir miskin dan anak-anak terlantar 

dipelihara oleh negara”. Berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang 

Dasar Tahun 1945 tersebut negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil 

dan politik dari fakir miskin. Implikasinya, bantuan hukum bagi fakir miskin 

adalah tugas dan tanggungjawab negara.  

Didalam penegakkan hukum sebenarnya ada kewajiban pemerintah 

khususnya pemerintah daerah untuk mempergunakan wewenangnya sebagai 

penegak hukum terutama bagi masyarakat miskin, seagaimana ditulis dalam 

Undang-Undang dasar 1945 pasal 18 ayat 6 yang berbunyi “ pemerintah daerah 

berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk 
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melaksanakan otonomi daerah dan tugas  pembantuan”. Mengacu dari bunyi pasal 

diatas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 

7 Tahun 2014 tentang bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Dalam pasal 8 

ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 dituliskan bahwa “dalam 

penyelenggaraan bantuan hukum Gubernur menjalin kerjasama dengan lembaga 

bantuan hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan”. 

Kerjasma yang dibuat antara Gubernur mealui Biro Hukum Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah dengan Lembaga Batuan Hukum merupakan wujud dari 

tanggungjawab negara untuk melindungi hak-hak warga negara.  

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian dalam “Latar Belakang” diatas, penulis ingin 

melakukan penulisan tentang  “PERAN BIRO HUKUM PROVINSI JAWA 

TENGAH DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI 

MASYARAKAT MISKIN” dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Bahwa masih banyak ditemukannya masyarakat miskin yang sedang 

menghadapi masalah hukum namun  tidak didampingi oleh penasihat hukum. 

2. Bahwa kebijakan tentang kewajiban memberikan bantuan hukum kepada setiap 

masyarakat yang berperkara, belum sepenuhnya dilaksanakan.  

3. Bahwa Biro Hukum merupakan bagian dari Pemerintahan Provinsi Jawa 

Tengah yang wajib merealisasikan materi yang termuat dalam Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum 

Kepada Masyarakat Miskin, namun belum diimplementasi dengan baik. 
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4. Bahwa banyak kendala yang dihadapi Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah 

dalam menjalin kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum. 

5. Manfaat pelaksanaan kerjasama antara Biro Hukum dengan Lembaga Bantuan 

Hukum.  

6. Fungsi pengawasan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada 

kinerja Lembaga Bantuan Hukum yang sudah menyetujui perjanjian untuk 

mendampingi masyarakat miskin yang sedang berperkara, belum dilaksanakan 

secara maksimal. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar masalah yang akan penulis bahas tidak meluas sehingga dapat 

mengakibatkan ketidakjelasan, maka penulis akan membatasi masalah yang akan 

diteliti yaitu: 

1. Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan peran sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan sebagai pemberi bantuan hukum. 

2. Implementasi pemberian bantuan hukum oleh Biro Hukum Provinsi Jawa 

Tengah. 

3. Efektifitas regulasi yang terkait dengan pemberian bantuan hukum bagi 

masyarakat miskin. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan permasalahan yaitu: 

1. Bagaimanakah  Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah menjalankan peran 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pemberi bantuan 

hukum? 
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2. Bagaimanakah implementasi pemberian bantuan hukum oleh Biro Hukum 

Provinsi Jawa Tengah? 

3. Bagaimanakah efektifitas regulasi yang terkait dengan pemberian bantuan 

hukum bagi masyarakat miskin? 

1.5 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan 

penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui peran Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan sebagai pemberi bantuan hukum. 

2. Untuk mengetahui implementasi pemberian bantuan hukum oleh Biro 

Hukum Provinsi Jawa Tengah. 

3. Untuk mengetahui efektifitas regulasi yang terkait dengan pemberian 

bantuan hukum bagi masyarakat miskin. 

1.6 Manfaat Penulisan 

Penulisan ini diharapkan dapat memberiakan manfaat yaitu: 

1. Manfaat Teoritis: 

a. Sebagai media pembelajaran metode penulisan hukum sehingga dapat 

menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

b. Menambah pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi penulis 

khususnya terhadap upaya Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

dan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi 

masyarakat miskin yang sedang berperkara. 
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c. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penulisan berikutnya.  

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat ditemukan berbagai persoalan yang dihadapi dalam hal pemenuhan 

hak mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang 

diselenggarakaan oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang 

bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum. 

b. Dapat diketahui penerapan pemenuhan hak mendapatkan bantuan hukum 

bagi masyarakat miskin yang diselenggarakan oleh Biro Hukum Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah dan Lembaga Bantuan Hukum. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang skripsi, maka 

secara garis besar sitematikanya dibagi menjadi tiga bagian. Yakni, bagian awal, 

bagian pokok dan bagian akhir yaitu sebagai berikut: 

1. Bagian awal skripsi ini terdiri atas : sampul, lembar berlogo, halaman judul, 

persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan 

persembahan, prakata, abstrak, daftar isi, daftar bagan, dan daftar lampiran. 

2. Bagian pokok skripsi terdiri dari lima (5) bab yaitu sebgai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan pengantar dari keseluruhan penulisan yang berisi mengenai 

beberapa hal yang menjadi latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penulisan dan sitematika penulisan 

skripsi. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Memuat uraian secara konsepsional mengenai tujuan umum serta peran 

Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pemberian bantuan 

hukum bagi masyarakat miskin dan kerangka berfikir. 

     BAB III METODE PENULISAN 

Metode penulisan ini membahas tentang pendekatan penulisan, lokasi 

penulisan, fokus penulisan, sumber data penulisan, teknik pengumpulan data, 

keabsahan data, analisis data. 

   BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang peran Biro Hukum Provinsi 

Jawa Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pemberi 

bantuan hukum, implementasi pemberian bantuan hukum oleh Biro Hukum 

Provinsi Jawa Tengah, efektifitas regulasi yang terkait dengan pemberian bantuan 

hukum bagi masyarakat miskin. 

BAB V PENUTUP SKRIPSI 

Bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dan saran dari 

pembahasan yang diuraikan diatas tentang peran Biro Hukum Provinsi Jawa 

Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pemberi bantuan 

hukum, implementasi pemberian bantuan hukum oleh Biro Hukum Provinsi Jawa 

Tengah, efektifitas regulasi yang terkait dengan pemberian bantuan hukum bagi 

masyarakat miskin. 

3. Bagian Akhir Skripsi 
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Bagian akhir skripsi ini sudah berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. 

Isi daftar pustaka merupakan keterangan dari sumber literatur yang digunakan 

dalam penyusunan skripsi. Lampiran digunakan untuk mendapatkan data, 

keterangan yang melengkapi uraian skripsi. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.I  Penulisan Terdahulu 

Yang menjadi landasan atau acuan dasar penulisan adalah, pertama yaitu 

skripsi yang berjudul “Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang Dalam 

Perjuangan Penegakan Hukum (Studi Kasus Atas Pencurian Kapuk Randu Di 

Kabupaten Batang)” oleh Dian Pramita Sari, S.H dari Universitas Negeri 

Semarang Tahun 2011. Dalam skripsi ini penulis terdahulu menfokuskan pada 

masalah peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam 

memperjuangkan kepastian hukum dan keadilan kepada terdakwa dalam kasus 

pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang dan upaya apa yang dilakukan oleh 

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam memperjuangkan terdakwa 

pasca putusan Pengadilan. 

Penulisan terdahulu yang kedua yaitu dalam skripsi yang berjudul 

“Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dalam Perkara Pidana Oleh Lembaga 

Bantuan Hukum (LBH) Semarang” oleh Rugun Romaina Hutabarat, S.H dari 

Universitas Negeri Semarang Tahun 2013. Dalam skripsi ini penulis lebih fokus 

kepada kinerja Lembaga Bantuan Hukum dalam penanganan perkara pidana dan 

peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan layanan bantuan 

hukum yang struktural. 

Penulisan terdahulu yang ketiga yaitu dalam naskah disertasi yang 

berjudul “Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum 

Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional”, oleh Frans Hendra Winarta, 
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S.H.,M.H dari Universitas Padjadjaran Tahun 2007. Dalam naskah disertasi ini 

penulis terdahulu lebih fokus pada bagaimana implementasi hak konstitusional 

fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum dalam praktik peradilan dan 

bagaimana konsep bantuan hukum di Indonesia yang dapat melindungi hak 

konstitusional fakir miskin dalam pembangunan hukum nasional.  

Perbedaan ketiga penulisan tersebut dengan penulisan milik penulis adalah 

bahwa penulis lebih fokus menyoroti hal-hal terkait efektifitas pemberian bantuan 

hukum di Indonesia secara umum, serta pelaksanaan pemberian bantuan hukum 

oleh Biro hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan implementasi pemberian 

bantuan hukum yang tepat antara Biro Hukum dengan Lembaga Bantuan Hukum. 

2.2 Kerangka Teoritis 

Dalam literatur bahasa Inggris bantuan hukum dikenal dengan istilah legal 

aid atau legal assistance yang menunjukan pengertian pembeian bantuan hukum 

dalam arti sempit kepada masyarakat yang sedang berperkara secara cuma-cuma 

atau gratis terutama diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Yang dikatakn miskin 

adalah orang yang tidak mampu memenuhi sandang, pangan, papan. Pada 

prinsipnya ketiga hal tersebut dikatakan sebagai kebutuhan dasar 

(sumber:https://bincangmedia.wordpress.com/tag/defenisi-masyarakat-miskin/). 

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum 

secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum 

yang dimaksud adalah setiap orang atau sekelompok orang miskin. 

Istilah Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal (1) 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah istilah 
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resmi yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia terhadap orang yang 

berhak memberikan Bantuan Hukum serta Penerima Bantuan Hukum. 

Menurut Abdulrahman (1983:31) ada beberapa istilah yang terkait dengan 

bantuan hukum, seperti dilihat di bawah ini:  

1. Legal Aid: Bantuan hukum berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada 

seseorang yang terlibat sebuah kasus.  

Jasa yang dimaksud seperti: 

a. Pemberian jasa hukum secara cuma-cuma. 

b. Bantuan hukum dalam Legal Aid lebih di khususkan pada  masyarakat tidak  

mampu dalam lapisan masyarakat miskin. 

c. Dengan demikian konsep Legal Aid adalah menegakkan hukum dengan cara 

mementingkan hak asasi rakyat kecil yang buta hukum. 

2. Legal Assistence: Bantuan hukum mengandung pengertian lebih luas dari 

Legal Aid karena pada Legal Assistence disamping mengandung makna dan 

tujuan pemberi jasa bantuan hukum, namun juga lebih dekat dengan pengertian 

yang kita kenal dengan profesi Advokat dalam memberi bantuan hukum 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Baik bagi masyarakat yang mampu membayar prestasi. 

b. Maupun pemberian bantuan hukum kepada rakyat miskin secara  cuma-

cuma. 

3. Legal Service: Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan “Pelayanan Hukum”. 

Pada umumnya kebanyakan orang lebih cenderung memberi pengartian yang 

lebih luas  kepada konsep dan makna Legal Service dibandingkan dengan 
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konsep Legal Aid dan Legal Assistence, karena pada konsep dan ide Legal 

Service terkandung makna dan tujuan: 

a. Memberi bantuan hukum kepada anggota masyarakat yang oprasionalnya 

bertujuan mengahapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam 

penegakan dan pemberian jasa bantuan rakyat miskin. 

b. Pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota  masyarakat yang 

memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat 

penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan 

hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya 

dengan yang miskin. 

c. Disamping untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang 

diberikan untuk setiap orang, Legal Service operasionalnya lebih cenderung 

untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh 

perdamaian.  

Pemberian bantuan hukum diperlukan guna menghargai Hak Asasi Manusia 

(HAM). Setiap orang dan setiap badan di masyarakat senantiasa menjunjung 

tinggi hak-hak melaui tindakan progresif  baik secra nasional maupun 

internasional. Namun manakala manusia telah memproklamasikan diri menjadi 

suatu kaum atau bangsa dalam suatu negara. Status manusia individual akan 

berubah menjadi status warga negara. dikutip dari Majda (2007) rasyid menulis 

langkah-langkah penegakkan HAM adalah: 

1. Mengadakan langkah kongkret dan sistematik dalam pengaturan hukum 

positif. 
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2. Membuat peraturan perundang-undangan tentang HAM. 

3. Peningkatan penghayatan dan pembudayaan HAM pada segenap elemen 

masyarakat.  

4. Mengatur mekanisme perlindungan HAM secara terpadu. 

5. Memacu keberanian warga untuk melaporkan pelanggaran HAM. 

6. Meningkatkan hubungan dengan lembaga yang menangani HAM. 

7. Meningkatkan peran aktif media masa. 

Dalam penegakkan HAM di Indonesia perangkat ideologi pancasila dan 

UUD 1945 harus dijadikan acuan pokok, karena secara terpadu nilai-nilai dasar 

yang ada di dalamnya merupakan The Indonesia Bill of Human Right. 

Perlindungan HAM berlaku bagi semua individu termasuk orang yang berstatus 

menjadi tersangka atau terdakwa 

Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa menurut Jupri (1984:10) mengatakan 

bahwa “agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penegak hukum maka 

pemerintah kemudian memberi hak-hak bagi tersangka dan terdakwa 

sebagaimana diatur dalam BAB VI KUHAP mulai dari pasal 50 sampai dengan 

pasal 68”. 

 Menurut Harahap (2000:332-338) mengelompokkan hak-hak tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Hak Tersangka atau Terdakwa Segera Mendapatkan Pemeriksaan 

Penjabaran prinsip peradilan sederhana cepat dan biaya ringan dipertegas 

dalam pasl 50 KUHAP, memberikan hakyang sah menurut hukum dan Undang-

Undang kepada tersangka atau terdakwa : 
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a.  Berhak untuk segera diperiksa oleh penyidik. 

b.  Berhak untuk segera diajukan ke sidang peradilan. 

c.  Berhak segera diadili dan mendapat putusan pengadilan ( speedy trial 

right). 

2. Hak Untuk Melakukan Pembelaan 

Untuk kepentingan mempersiapkan hak pembelaan tersangka atau terdakwa, 

Undang-Undang menentukan beberapa pasal (pasal 51 sampai pasal 57) yang 

dapat dirinci: 

a. Berhak diberitahukan dengan jelas dan dengan bahasa yang mudah 

dimengerti oleh tentang apa yang disangkakan padanya. 

b. Hak pemberitahuan yang demikian dilakukan pada waktu pemeriksaan 

mulai  dilakukan terhadap tersangka. 

c.  Terdakwa juga berhak diberitahukan dengan jelas dan bahasa yang 

dimengerti oleh terdakwa tentang apa yang didakwakan padanya. 

d.  Berhak memeberikan keterangan dengan bebas dalam segala tingkat 

pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan tingkat penyidikan dan pemeriksaan 

sidang pengadilan. 

e.  Berhak mendapatkan juru bahasa. 

f.  Berhak mendapatkan bantuan hukum. 

Guna membela kepentingan diri, tersangka atau terdakwa berhak 

mendapatkan bantuan hukum oleh seorang atau beberapa orang penasehat hukum 

pada setiap tingkat pemeriksaan, dan dalam setiap waktu yang diperlukan. Dengan 

ketentuan: 
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a. Berhak secara bebas memilih penasehat hukum. 

b. Dalam tindak pidana tertentu, hak untuk mendapatkan bantuan hukum 

berubah sifatnya menjadi wajib. 

Sifat wajib mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa 

dalam semua tingkat pemerikasaan diatur dalam pasal 56 KUHAP:  

Jika tersangaka atau terdakwa yang disangkakan atau didakwakan diancam 

dengan tindak pidana: 

a. Hukuman mati 

b. Hukuman lima belas tahun atau lebih 

Dalam kedua kategori ancaman hukuman ini tidak dipersoalkan apakah 

mereka mampu atau tidak. Jika mereka mampu boleh memilih dan membiayai 

sendiri jasa penasihat hukum yang dikehendakinya. Jika tersangka atau terdakwa 

menyanggupi untuk menyediakan penasehat hukum sendiri maka kewajiban dari 

pejabat berwenang untuk menyediakan penasihat hukum, akan menjadi hapus. 

Namun apabila tersangka atau terdakwa tidak mampu atau tidak menyanggupi 

untuk membujuk penasihat hukum, dengan sendirinya terpikul kewajiban bagi 

pejabat yang bersangkutan untuk membujuk penasihat hukum. 

Kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihat hukum 

bagi tersangka atau terdakwa digantungkan pada dua keadaan: 

a.  Tersangka atau terdakwa “tidak mampu” menyediakan sendiri penasihat 

hukum. 

b.  Ancaman hukuman pidana yang bersangkutan atau didakwakan lima belas 

tahun  atau lebih. 
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Dilihat pada kewajiban pertama, kewajiban pejabat yang bersangkutan 

untuk menunjuk penasehat hukum agar memberikan bantuan hukum pada 

tersangka atau terdakwa, digantungkan pada dua syarat. Syarat yang pertama 

digantungkan pada keadaan “ketidakmampuan” tersangka atau terdakwa 

menyediakan penasihat hukum. Jika tersangka atau terdakwa dianggap mampu 

untuk menyediakan penasihat hukum maka tidak ada kewajiban dari pejabat untuk 

menyediakan penasihat hukum. Syarat yang kedua digantungkan kepada beratnya 

ancaman hukuman, lima tahun atau lebih dan tersangka atau terdakwa tidak 

mampu menyediakan sendiri penasihat hukum maka pejabat berwenang wajib 

menunjuk penasihat hukum baginya. Pada kewajiban yang ke dua. Semata- mata 

tidak melihat dasar ketidak mampuan tersangka atau terdakwa melainkan melihat 

ancaman pidananya. 

3. Hak Terdakwa Dimuka Persidangan Pengadilan  

Disamping hak yang diterima tersangka atau terdakwa selama dalam tingkat 

proses penyidikan dan penuntutan, KUHAP juga memberi hak kepada terdakwa 

selama proses pemeriksaan di persidangan. Menurut Etiawan (2007: 21) hak 

terdakwa di persidangan ada beberapa, yaitu: 

a. Berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. 

b. Berhak mengusahakan atau mengajukan saksi atau ahli yang memberikan 

keterangan yang menguntungkan bagi terdakwa (a de charge) apabila 

terdakwa mengajukan aksi atau ahli maka wajib memanggil dan memeriksa 

saksi tau ahli tersebut. Kesimpulan yang mewajibkan persidangan yang 
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harus memeriksa saksi atau ahli yang diajukan terdakwa ditafsirkan secara 

konsisten dari ketentuan pasal 116 ayat 3 dan ayat 1 huruf e KUHAP. 

Terdakwa tidak boleh dibebani kewajiban pembuktian dalam pemeriksaan 

sidang. Yang dibebani kewajiban pembuktian dalam pemeriksaan sidang adalah 

penuntut umum. 

Sedangkan tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh 

KUHAP.  Menurut Hamzah (1996:66-67) secara sederhana sebagi berikut: 

a. Hak untuk diperiksa dan diajukan ke pengadilan ( pasal 50 ayat 1, 2, dan 3). 

b. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang mudah dimengerti 

olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (pasal 51 

butir a dan b). 

c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim 

(pasal 52). 

d. Hak untuk mendapatkan juru bahasa (pasal 53 ayat 1). 

e. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan 

(pasal 54). 

f. Hak untuk mendapatkan nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk 

oleh tersangka atau terdakwa atupun yang ditunjuk oleh pejabat berwenang 

pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang 

diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma. 

g. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi 

dan berbicara dengan perwakilan negaranya (pasal 52 ayat 2). 
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h. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan 

(pasal 58). 

i. Hak untuk diberi tahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah 

dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapatkan bantuan 

hukum atau jaminan bagi penagguhannya dan hak untuk berhubungan 

dengan keluarga yang bermaksud sama dengan hal diatas (pasal 59 dan 60). 

j. Hak untuk dikunjungi sanak sudara yang tidak ada hubungannya dengan 

perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk 

kepentingan kekeluargaan (pasal 61). 

k. Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat menyurat dengan 

penasihat hukumnya (pasal 62). 

l. Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan 

rohaniawan (pasal 63). 

m. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang a de 

charge (pasal 65). 

n. Hak tersangka atau terdakwa untuk meminta ganti kerugian (pasal 68). 

Menyimak pemahaman pasal 56 ayat (1) KUHAP yang didalamnnya 

menegaskan hak dari tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasehat hukum 

apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan dengan pidana mati atau 

ancaman pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi yang tidak mampu diancam 5 tahun 

atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, dimana pejabat yang 

bersangkutan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi 

mereka. Ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP dipandang dari pendekatan strict 
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law atau formalitas legal thinking mengandung bebrapa aspek permasalahan 

hukum, antara lain ; 

a. Mengandung aspek nulai hak Asasi Manusia (HAM) , dimana bagi setiap 

tersangka atau terdakwa berhak didampingi penasihat hukum pada semua 

tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Hak ini tentu sejalan dan/atau 

tidak boleh bertentangan dengan “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia” 

yang menegaskan hadirnya penasehat hukum untuk mendampingi tersangka 

atau terdakwa merupakan sesuatu yang inhairent pada diri manusia, dengan 

konsekuensi logisnya bagi penegak hukum yang mengabaikan hak ini adalah 

bertentangan dengan nilai HAM. 

b. Pemenuhan hak ini oleh penegak hukum dalam proses peradilan pada semua 

tingkat pemeriksaan menjadi kewajiban dari pejabat yang bersangkutan apabila 

tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan dengan pidana mati atau 

ancaman pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi yang tidak mampu diancam 5 

tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri berdasarkan 

ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP ini tentu kehadiran serta keberadaan 

penasihat hukum mendampingi tersangka bersifat imperatif. Sehingga jika 

diabaikan maka segala hasil penyidikan ata pemeriksaan dianggap batal demi 

hukum. 

Hak untuk memperoleh pembelaan oleh advokad atau pembela umum 

(acces to legel counsul) adalah hak asasi setiap orang yang merupakan salah satu 

unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Keadilan menurut Rahardjo 

(2000:163) yang mengutip Aristoteles mengatakan bahwa “suatu kebijakan politik 
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yang aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang hak untuk mendapatkan 

keadilan dari segi persamaan hukum”. Hendaknya agar senantiasa terjamin. 

Dalam hubungan ini Aristoteles membedakan antara keadilan distributif (yang 

mempersoalkan bagaimana masyarakat membagi-bagi sumberdaya itu kepada 

orang-orang) sedangkan keadilan korektif yang menetapkan kriteria dalam 

melaksanakan hukum sehari-hari. Menurut Rahardjo (2000:163) “kita harus 

mempunyai standar umum untuk memulihkan akibat tindakan yang dalam 

hubungannya satu sama lain”. 

Hak-hak ini berarti bahwa Hak Asasi Manusia wajib dijunjung tinggi baik 

oleh sesama individu maupun dalam pemerintahan. Jika berbicara mengenai Hak 

untuk mendapatkan bantuan hukum maka ada peran dari pemberi bantuan hukum. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang 

Bantuan Hukum yang berbunyi “pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan 

hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum”. 

Penasihat hukum yang ditunjuk pejabat untuk memberi bantuan hukum 

melakukan pekerjaannya secara cuma-cuma. Dengan ketentuan ini baik tersangka 

atau terdakwa tidak dibebani materi untuk membayar jasa bantuan hukum yang 

diberikan penasihat hukum yang ditunjuk. Mengenai permasalahan tentang 

pemberi bantuan hukum Yahya (2013:4) menulis: 

Tidak jarang pengadilan memintakan bantuan hukum kepada 

Lembaga Bantuan Hukum baik yang bergerak sebagai profesi maupun 

dari kalangan perguruan tinggi. Namun pemberian bantuan hukum 

pada masyarakat miskin jarang terjadi karena sifatnya komersial. Serta 

tujuannya seringkali dianggap memberikan keuntungan pihak yang 

memberikan bantuan hukum. 



 

 

23 

Proses pendampingan diruang sidang dinamakan juga proses advokasi 

Menurut Miller (2005:12) mengatakan “advokasi adalah proses melobi yang 

terfokus untuk mempengaruhi kebijakan secara langsung”. Menurut Covey 

(2005:12) mengatakan “advokasi adalah membangun organisasi-organisasi 

yang kuat untuk membuat penguas bertanggungjawab dan tentang 

bagaimana pengertian rakyat tentang bagaimana organisasi itu bekerja”.  

Pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma, memberikan jasanya kepada 

penerima bantuan hukum yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin, 

sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang 

Bantuan Hukum  pada pasal 1 ayat (2) yang berbunyi  “penerima bantuan hukum 

adalah orang atau kelompok orang miskin”. Orang miskin juga tercantum dalam 

pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “fakir miskin dan anak-anak terlantar 

dipelihara oleh Negara”. Maka keterkaitannya adalah kewajiban Negara untuk 

memelihara orang miskin dapat diwujudkan dengan memberikan bantuan hukum 

pada rakyat miskin secara cuma-cuma.   

Namun, dalam hal ini si penerima bantuan hukum juga harus memenuhi 

persyaratan  diataranya surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh kepala 

desa atau  lurah, atau pejabat setingkat tempat kediaman si penerima bantuan 

hukum. Oleh karena itu ada keikutsertaan pemerintah didalam memberikan 

bantuan hukum. Menurut Simanjuntak (2009:14) mengatakn bahwa “Bantuan 

Hukum merupakan elemen yang sangat prinsipil dalam suatu negara yang 

berdasarkan hukum”.  



 

 

24 

Pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “segala warga 

negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dalam 

pasal 28 Huruf D ayat (1) dan pasal 28 Huruf I ayat (1) UUD 1945 yang telah 

diamandemen tersebut juga kembali menegaskan perlindungan atas hask asasi 

yang dimiliki oleh setiap warga negara. Kewajiban pemerintah dalam memberikan 

bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang sedang berperkara adalah membuat 

program bantuan hukum sebagai bagian dari fasilitas kesejahteraan dan keadilan 

sosial. Menurut Mulyadi (2007:9) mengatakan bahwa “itikat baik pemerintah 

dalam mendukung program bantuan hukum dalam rangka acces to justice tidak 

hanya dalam hal pendanaan namun juga dalam bentuk mekanisme serta peraturan 

dan regulasi dalam hal upaya pemberian bantuan hukum itu sendiri”. Pada 

pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma pemerintah yang banyak 

mengambil alih adalah pemerintah provinsi. 

Dalam hal ini Hesti (2012:2) mengungkapkan bahwa : 

Pemerintahan Provinsi adalah sistem pemerintahan yang pembagian 

wilayah administratif dibawah wilayah naional. Kata ini bersal dari 

kata Belanda yaitu  provincie yang berasal juga dari bahasa latin yang 

pertama kalinya digunakan di kekaisaran Romawi. Mereka membagi 

wilayah kekuasaan mereka atas Provinsi. Dalam pembagian 

administratif, Indonesia terdiri atas 33 Provinsi  yang masing-masing 

Provinsi dikepalai oleh Gubernur. Masing-masing Provinsi dibagi atas 

Kabupaten dan Kota. Sebelum tahun 2000 Indonesia memiliki 27 

Provinsi, namun setelah pada masa reformasi banyak Provinsi yang 

dimekarkan menjadi dua bagian yang rata-rata Provinsi memiliki luas 

wilayah yang cukup besar. Pemekaran bertujuan agar mendapatkan 

efisiensi dalam penerapan pemerataan pembangunan. Pembagian 

wilayah pemerintahan seperti daerah Istimewa Yogyakarta yang 

dibagi dalam empat kabupaten yaitu Bantul, Sleman, Kulonprogo, dan 

Gunung Kidul, serta satu kota yaitu Yogyakarta. 
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Kepala  pemerintahannya  dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur 

yang  dipilih  langsung  oleh  penduduk  Provinsi  melalui pemilihan umum 

Kepala Daerah. Guernur memiliki  kedudukan  ganda maksudnya adalah 

Gubernur sebagai Kepala Pemerintahan serta Gubernur sebagai Kepala Daerah 

Otonom dalam kedudukannya sebagai Pemeritah Pusat, Gubernur 

bertanggungjawab kepada Presiden. Sedangkan kedudukannya sebagai Kepala 

Daerah Otonom Gubernur bertanggungjawab kepada rakyat melalui DPRD 

Provinsi. 

Urusan wajib yang menjadi kewenagan Pemerintah Daerah Provinsi 

merupakan urusan dalam skala Provinsi meliputi: 

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. 

2. Perencanaan dan pemanfatan serta pengawasan tata ruang. 

3. Penyelenggaraan pengertian umum dan ketentraman masyarakat. 

4. Penyediaan sarana dan prasarana umum. 

5. Penanganan bidang kesehatan. 

6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial. 

7. Penaggulangan masalah sosial lintas   kabupaten/kota. 

8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten atau kota. 

9. Fasilitator pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas 

kabupaten atau kota. 

10.  Pengendalian lingkungan hudup. 

11.  Pelayanan pertahanan termasuk lintas kabupaten atau kota. 

12.  Pelayanan kependudukan dan catatan sipil. 
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13.  Pelayanan administrasi umum pemerintahan. 

14.  Pelayanan penanaman modal lintas kabupaten atau kota. 

15.  Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh     

kabupaten atau kota. 

16.  Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh Undang-Undang 

17.  Menurut Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 1999 pasal 1 huruf  b adalah 

kepala daerah  beserta perangkat daerah otonom. 

 Pada poin ke 16 mengenai urusan wajib lain pemerintah yang diamanatkan 

oleh Undang-Undang diantaranya terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 

2011 pada pasal 1 ayat 4 tertulis Menteri dalah Menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Menteri yang 

dimaksud adalah pemerintah. Untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-

cuma pemerintah juga berwenang terutama pemerintah provinsi 

 Sedangkan inti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 1 huruf d 

pemerintah daerah berwenang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan 

daerah  dan DPRD menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonom. 

 Menurut Simanjuntak (2009:15) mengatakan bahwa “prinsip persamaan 

dihadapan hukum tersebut harus diartikan secara dinamis dan tidak boleh 

diartikan secara statis. Hal ini diartikan bahwa persamaan di hadapan hukum yang 

diartikan secara dinamis dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses 

memperoleh keadilan bagi semua orang”.  
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 Pemberian bantuan hukum oleh pemerintah dilaksanakan sesuai dengan 

kebijakan yang berlaku. Menurut pendapat Mazmanian (1983:12) yang 

mendefenisikan pelaksanaan adalah bentuk usaha yang dilakukan demi 

menerapkan suatu kebijakan. Kebijakan diklasifikasikan menjadi 3 variabel yaitu: 

1. Variabel independen merupakan variabel yang dikendalikan oleh indikator 

teori dan pelaksanaan, keragaman pada objek serta perubahan yang diinginkan. 

2. Variabel intervensi mengenai kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan 

implementasi dan kejelasan serta pelaksanaan tujuan yang konsisten. 

3. Variabel dependen yaitu variabel yang berkenaan dengan kondisi sosial, 

politik, ekonomi, teknologi. Selain itu dukungan publik, pejabat dan kulitas 

pemimpin juga menjadi variabel dependen. 

Partisipasi pemerintah juga dilaksanakan berdasarkan dari Undang-

Undang terkait dengan pemberian bantuan hukum. diantaranya: 

A. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 1 yang berbunyi: 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang dberikan oleh Pemberi Bantuan 

Hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. 

2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. 

3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga hukum atau organisasi 

kemsyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-

Undang ini. 

4. Menteri dalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

hukum dan hak asasi manusia. 
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5. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan Pemberian Bantuan 

Hukum yang ditetapkan oleh menteri. 

6. Kode Etik Advokad adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi 

advokad yang berlaku bagi advokad.  

B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang 

Syarat dan Tata   Cara Pemberian Bantuan Hukum pada pasal 3 yang berbunyi: 

  Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus 

memenuhi syarat: 

1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas 

pemohon bantuan hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang 

dimohonkan bantuan Hukum. 

2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan 

3. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat 

yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum. 

 C. Perturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 2014 tentang Bantuan 

Hukum  Masyarakat Miskin pasal 8 yang berbunyi: 

1.  Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Gubernur menjalin kerjasama 

dengan  lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara kerja sama sebagaiman dimaksud   

pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur. 
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D. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2014 tentang Petunjuk  

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 

tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin, pada pasal 3 berbunyi: 

1. Kerjasama Batuan Hukum dilaksanakan oleh Biro Hukum dengang Pemberi 

Bantuan Hukum meliputi masalah hukum perdata, pidana, dan tata usaha 

negara baik litigasi maupun nonlitigasi. 

2. Kerjasama Batuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

dengan Perjanjian Kerjasama oleh Biro Hukum untuk dan atas nama 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemberi Bantuan Hukum di Jawa 

Tengah. 

3. Pemberi Bantuan Hukum menerima kuasa dan menjalankan, mendampingi, 

mewakili, membela, dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk 

kepentingan Penerima Bantuan Hukum. 

4. Bantuan Hukum kepeda Penerima Bantuan Hukum diberikan di lembaga 

peradilan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap. 

5. Bentuk Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum 

dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Gubernur ini.      

 

E. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 

tentang Bantuan Hukum Kepada masyarakat Miskin, pada pasal 4 berbunyi: 
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  Pemberi Bantuan Hukum di Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 3 ayat (5) , harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:  

1. Berbadan hukum 

2. Terakreditasi 

3. Memiliki kantor dan sekertariat yang tetap 

4. Memiliki pengurus; dan  

5. Memiliki program bantuan hukum 

 Setelah terjalinnya kerjasama antara Pemerintah dan Lembaga 

Bantuan Hukum dalam meberiakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, 

disinalah timbul prespektif tentang efektifitas. Efektifitas berjenis kata benda 

berasal dari kata efektif yang bejenis kata sifat. menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2003:284) efektif adalah “memiliki efek, pengaruh yang 

mengesankan mujarab yang membawa hasil dan mulai berlaku”. efektifitas 

adalah merupakan kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan 

masalah yang bersifat umum, yaitu perbandingan realitas hukum dan ideal 

hukum. Secara khusus terlihat jenjangantara hukum dan tindakan dalam hukum 

dalam teori. Menurut Soekanto (2006:19) efektifitas hukum adalah “pengaruh 

hukum terhadap masyarakat, inti dari pengaruh hukum terhadap masyarakat 

adalah perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku, 

jika perilaku masyarakat sudah sesuai dengan yang dikehendaki hukum, 

makahukum tersebut dapat dikatakan efektif”. 

Mengenai hal tersebut efektifitas hukum akan berjalan dengan baik apabila 

didalam masyarakat memiliki kesadaran dan ketataan hukum yang tinggi. 
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menurut Ali (2009:375) berpendapat bahwa taat atau tidaknya seseorang 

tergantung kepada kepentingannya”. kepentingannya yang dimaksud Ali 

(2009:375)  adalah: 

1. Compilance  

2. Indentification 

3. Internalization  

Compilance yaitu ketaatan dengan tingkatan yang paling rendah karena 

dibutuhkan pengawasan yang terus menerus akan ketaatan hukum. 

Internalization yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok 

dengan nilai intristik yang dianutnya maka derajat ketaatannya adalah yang 

tertinggi. 

2.3 Kerangka Berfikir 

Bantuan Hukum merupakan sebuah proses pendampingan hukum yang 

diberikan kepada masyarakat yang sedang berhadapan dengan masalah hukum. 

Namun yang melatarbelakangi masalah bantuan hukum secara luas tidak hanya 

berputar antara penegak hukum dan subjek hukumnya saja, namun juga pengaruh 

pemerintah yang mengatur sistem hukum. Terkait bagaimana korelasi antara 

instansi pemerintahan dan lembaga formil yang bekerjasama dengan 

pemerintahan tersebut. 

Proses terjadinya pemberian bantuan hukum memang secara formal terjadi 

mulai dari awal penanganan perkara, hal yang seperti ini akan berlanjut hinga 

sampai pada saat masyarakat yang bersangkutan memperoleh putusan yang 

berkekuatan hukum tetap. Dan hal ini akan berdampak pada timbulnya rasa 
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keadilan setelah proses hukum selesai. Keadilan yang dimaksud bisa berupa 

pemenuhan hak-hak selama proses hukum berlangsung. Selain itu bantuan hukum 

juga berfungssi menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang hak-haknya yang 

timbul apabila berdahapan dengan masalah hukum.  

Tidak ada yang salah dengan prosedur hukum serta penegakannya namun, 

seringkali pada kenyataannya proses hukum yang terjadi dilapangan berbeda 

dengan ketetapan peraturan baku yang sudah menjadi patokan bagi negara. 

Seluruh masyarakat tentunya mengaharapakan hukum yang adil dan pasti seperti 

yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28D 

ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, 

perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 

hadapan hukum”. Hal ini menegaskan bahwa semua orang harus mendapatkan 

hak-haknya dalam proses hukum. Salah satunya adalah hak mendapatkan 

pembelaan dan atau pendampingan saat proses hukum berlangsung. Sedangkan 

dalam UU No. 16 Tahun 2011 diatur tentang bagaimana bantuan hukum itu 

diberikan. Oleh karena itu diharapkan masyarakat yang sedang berperkara untuk 

memanfaatkan fasilitas yang sudah di sediakan oleh pemerintah dan yang telah 

diatur dalam Undang-Undang. Hal ini juga bertujuan guna membantu masyarakat 

yang buta hukum agar dapat memperoleh keadilan. 

Sebagai penyeimbang antara hukum dan rasa adil timbulah proses pemberian 

bantuan hukum. Namun seringkali proses bantuan hukum yang dilaksanakan tidak 

sejalan dengan apa yang dimuat dalam Undang-Undang serta peraturan terkait. 

Fenomena yang terjadi seperti ini seringkali mengundang pola pikir masyarakat 
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yang beranggapan bahwa penegakkan hukum tidak benar-benar dilaksanakan 

mengingat proses utuk mendapatkan bantuan hukum yang sulit. Mengakibatkan 

kebanyakan dari masyarakat yang sedang berperkara diranah hukum, seolah tidak 

peduli dengan prosedur hukum yang didalamnya terdapat pemberian bantuan 

hukum. Diabaikannya proses pemberian bantuan hukum ini juga tak lepas dari 

campur tangan para aparat penegak hukum yang memberitahukan keberadaan 

bantuan hukum yang bisa dimanfaatkan masyarakat pada saat proses hukum 

berlangsung. 

Berbeda ketika masyarakat sadar akan haknya untuk mendapatkan bantuan 

hukum pada saat proses hukum berlangsung. Hal ini akan menimbulkan rasa 

aman, karena pemberian bantuan hukum ini ditangani oleh pemerintah yang 

berkerjasama dengan lembaga bantuan hukum yang ahli, nantinya proses 

semacam ini akan berdampak pada rasa keadilan. 

Oleh karena itu masyarakat diharapkan sadar akan hak-haknya pada saat 

menghadapi masalah hukum. Serta pemerintah juga mengoptimalkan pelayanan di 

bidang hukum khususnya sebagai pengawas dari berjalannya hukum.  
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    UUD 1945 pasal 28D ayat (1) + UU No. 16 Tahun 2011 

 masyarakat 

tidak adil 

Sistem peradilan yang tidak dipahami Tidak Sesuai Prosedur   Sesuai Prosedur                

LBH + Biro Hukum 

masyarakat miskin yang sedang berperkara 

Produk bantuan hukum tersebut di implementasikan kepada 

masyarakat dengan berbagai masalah hukum yang dihadapai 

masing-masing individu. Prosedur hukum yang keliru akan 

menimbulkan dampak ketidakpastian hukum dan menumbuhkan 

rasa tidak adil. Namun jika prosedur hukum benar-benar 

mengikuti peraturan yang dibuat oleh negara maka proses hukum 

akan menjadi tahapan pasti untuk memperoleh rasa keadilan.   

adil 

  Mandiri 

keadilan 

masyarakat dihadapkan pada 

sistem hukum yang humanis 
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BAB 3 

METODE PENULISAN 

 

Menurut Mardalis (2004: 24) menyebutkan bahwa “metode diartikan 

sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penulisan. Sedangkan 

metode itu sendiri ditarik sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang 

dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-

hati untuk mewujudkan kebenaran” 

Metode pada hakekatnya adalah prosedur dalam memecahakan masalah 

dan untuk mendapatkan pengetahuan secara ilmiah. Menurut Sunggono (2006: 

43-44) mengatakan bahwa “kerja seorang ilmuan akan berbeda dengan seorang 

awam. seorang ilmuan selalu menempatkan logika serta menghindarkan dirinya 

dari pertimbangan subjektif. Sebaliknya bagi orang awam, kerja memecahkan 

masalah lebih dilandasi oleh apa yang dilihat masuk akal oleh kebanyakan orang”. 

Metode digunakan oleh penulis dengan maksud untuk memperolah data 

yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun metode 

yang akan penulis gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis 

yuridis. 

     Metode ini didasarkan pada hal-hal sebagai berikut: 

1. Dasar Penulisan 

Penulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

sosiologis yuridis yaitu prosedur penulisan yang menghasilkan data 

deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 
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perilaku yang dapat diamati. Menurut Moleong (1990:3) mengatakan bahwa 

“tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi variabel atau hipotesis, 

tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan”. 

Menurut Ashofa (2004:23) “yang dimaksud dengan kualitatif dalam 

penulisan ini adalah penulisan yang didasarkan pada upaya membangun 

pandangan mereka yang diteliti dengan lebih rinci”. Defenisi ini masih 

melihat segala sesuatu berdasarkan kacamata orang yang diteliti. 

Yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis yaitu melihat 

fenomena sosial sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat yang memiliki 

latar belakang tertentu dan terbentuk dalam kondisi lingkungan baik 

homogen maupun heterogen. Sedangkan yuridis yaitu memandang hukum 

sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat 

berwenang. Metode kualitatif digunakan karena setidaknya memiliki 

pertimbangan yaitu menggunakan secara langsung hakekat hubungan antara 

penulisan dan responden. 

2. Lokasi Penulisan 

Lokasi Penulisan yang menjadi objek dalam penulisan ini adalah di 

di Jawa Tengah. Dan penulisan ini mengambil lokasi di bagian Biro 

Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Lembaga Bantuan Hukum 

IAIN Wali Songo dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Putra 

Nusantara Kendal karena, Lembaga Bantuan Hukum tersebut adalah 

lembaga yang bekerjasama dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah dalam hal pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin, 
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dan keberadaannya dapat mewakili semua Lembaga Bantuan Hukum yang 

bekerjasama dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Lalu 

Lembaga Bantuan Hukum Semarang yang bertujuan untuk 

membandingkan mekanisme pemberian bantuan hukum antara Lembaga 

Bantuan hukum yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah dengan Lembaga Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan 

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) 

Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya penulis mengambil lokasi penulisan di 

tempat domosili penerima bantuan hukum.  

3. Fokus Penulisan 

Penetapan fokus penulisan ini sangat penting. Dengan adanya fokus 

penulisan, seorang penulis dapat membatasi permasalahan yang akan 

dibahasnya, dan dengan penetapan fokus yang jelas maka penulis dapat 

membuat keputusan yang tepat dalam mencari data. 

Mengingat pentingnya fokus penulisan maka yang dijadikan fokus 

dalam penulisan ini adalah: 

a. Bagaimanakah  Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah menjalankan peran 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pemberi bantuan 

hukum? 

b. Bagaimanakah implementasi pemberian bantuan hukum oleh Biro Hukum 

Provinsi Jawa Tengah? 

c. Bagaimanakah efektifitas regulasi yang terkait dengan pemberian bantuan 

hukum bagi masyarakat miskin? 
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4. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang bersumber dari tangan pertama atau langsung 

diperoleh dari objek penulisan atau instansi yang terkait lainnya. 

Didalamnya terdapat: 

1. Informan 

Informan dapat berupa orang dalam, orang yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang keadaan dari objek penulisan. Menurul 

Moleong (1990 : 186) mengatakan bahwa “yang dimaksud informan 

adalah keterangan orang yang berwenang maupun wawancara 

pendahuluan yang dilakukan oleh penulis. Adapun yang dijadikan 

informan dalam penulisan ini adalah pejabat berwenag atau staf yang 

bekerja di runag lingkup Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah yang terkait 

dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari luar responden, bisa didapat 

dalam bentuk: library, literature, Undang-Undang,  maupun arsip. 

Menganalisa data merupakan kegiatan pengkajian terhadap hasil pengolahan 

data yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan tertentu baik dalam 

laporan analisa maupun kesimpulan. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan Data yang penulis gunakan adalah: 
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a. Dokumen 

Dokumen adalah setiap bahan tertulis maupun film dokumentasi yang 

digunakan untuk menguji, menafsirkan mengenai data yang diperoleh 

bahkan untuk meramal. 

b. Wawancara (Interview) 

    Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang bersifat sepihak 

yang dilakukan secara sistematis beradasarkan pada tujuan research. 

Adapun yang diwawancari pada penulisan ini adalah pada orang-orang yang 

terkait langsung dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

serta Lembaga Bantuan Hukum. Teknik wawancara yang digunakan penulis 

yaitu dengan membuat questioner mengenai segala hal tentang pemberian 

bantuan hukum bagi masyarakat  miskin. Dengan adanya questioner maka 

penulis akan mendapatkan arahan serta data resmi yang menyangkut 

pemberian bantuan hukum bagi masyarakat  miskin. 

c. Observasi 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematik 

mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis yang kemudian 

dilakukan pencatatan. Dalam penulisan ini peulis mengadakan observasi 

bagaimana kinerja Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta 

Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi 

masyarakat miskin. 

6. Objektivitas dan Keabsahan Data 



 

 

40 

     Keabsahan data sangat mendukung dalam menentukan hasil akhir suatu 

penulisan. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik pemeriksaan data. Teknik 

trianggulasi data. Trianggulasi data adalah teknik pemerikasaan data yang 

memanfaatkan suatu yang lain diluar data sebagi keperluan untuk pembanding 

terhadap data itu. 

Dikutip dari Patton dalam Moleong (1990: 330): 

Keabsahan data sangat penting dalam menentukan hasil akhir suatu 

penulisan. Untuk memperoleh validitas tetap, penulis menjamin 

keabsahan data temuan yang di peroleh dari lapangan penulisan dan 

melakukan upaya teknik pengecekkan data. Pengecekkan dengan  

sumber berarti membandingkan dan melakukan pengecekan balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu 

dan alat yang berbeda dalam penulisan kualitatif. 

Pengecekkan data ini dapat dicapai dengan jalan: 

1. Membandingkan data hasil dokumentasi dengan data hasil wawancara; 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi; 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penulisan dengan 

apa yang dikatakannya sepanjang waktu; 

4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

Namun dalam penulisan ini, penulis hanya menggunakan poin 1 dan 4 karena 

data yang diperoleh oleh penulis adalah penulisan dengan metode kualitatif 

dimana pokok yang dibutuhkan dalam penulisan ini adalah dokumen dan 

wawancara.  

7. Metode Analisis Data 

Menurut Moleong (1990:103) mengatakan “analisis data adalah proses 

mengorganisasi dan mengurutkan data ke dalam pola, ketegori, dan satuan 
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uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis 

kerja seperti yang disarankan oleh data”. Analisis data dipergunakan untuk 

mencari kesimpulan dari peristiwa atau masalah yang didukung oleh teori-teori 

yang berkaitan dengan objek permasalahan. 

 

 

 

          

 

 

 

Bagan model tahapan analisis menurut Miles (2007: 15-16) 

8. Prosedur Penulisan 

     Dalam penulisan ini, penulis membagi kegiatan penulisan dalam tiga tahap, 

yaitu tahap pra penulisan, tahap penulisan, tahap pembuatan laporan penulisan. 

a. Tahap Pra Penulisan 

Tahap pra penulisan mebuat rencana skripsi, membuat surat ijin penulisan 

dan mempersiapkan perlengkapan penulisan. 

     b. Tahap Penulisan 

  Proses penulisan ini diawali dengan pengumpulan data, baik yang berupa 

data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara 

dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku maupun data 

penunjang yang lain. Kemudian data primer dan data sekunder tersebut 

Pengumpulan data 

     Reduksi data 

 Penyajian data 

  Verifikasi  akhir 
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diperiksa keabsahannya dengan menggunakan teknik trianggulasi yaitu 

pengecekan dengn cara membandingka data satu dengan data lainnya. 

selanjutnya data tersebut dianalisis guna mendapatkan kejelasan terhadap 

maslah yang diteliti. 

     c. Tahap Pembuatan Laporan Penulisan 

       Dalam tahap ini penulis menyusun data hasil penulisan untuk dianalisis 

kemudian dideskripsikan sebagai suatu pembahasan yang pada akhirnya 

menghasilkan suatu laporan penulisan yang disusun secara sistematis. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penulisan yang dilakukan oleh penulis maka terdapat 

tiga hal yang dapat disimpulkan bahwa: 

1. Secara umum Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berperan 

sebagai pengawas dan penyalur dana APBD atau APBN kepada Lembaga 

Bantuan Hukum. 

2. Implementasi pemberian bantuan hukum oleh Biro Hukum Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah belum terlaksana dengan baik mengingat masih 

sedikitnya minat Lembaga Bantuan Hukum untuk bekerjasama dengan 

Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

3. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh 

pemerintah masih dirasa belum efektif untuk menumbuhkan rasa keadilan 

bagi masyarakat miskin yang sedang berperkara. Hal ini dikarenakan 

proses mendapatkan persyaratan sebagai penerima bantuan hukum secara 

cuma-cuma terbilang rumit. 

5.2 SARAN 

 Berdasarkan kesimpulan yang dibuat oleh penulis maka terdapat tiga hal 

yang dapat penulis jadikan sebagai saran: 

1. Peranan Biro Hukum dalam memberikan bantuan hukum hendaknya lebih 

ditingkatkan lagi, tidak hanya sebagai penyalur dana dan pengawas namun 
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juga terjun ketengah masyarakat guna memberikan sosialisasi tentang 

program bantuan hukum secara cuma-cuma. 

2. Demi meningkatkan jumlah Lembaga Bantuan Hukum yang bekerjasama 

dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka anggaran 

APBD atau APBN harus lebih tinggi lagi nilainya. 

3. Diharapkan pemerintah lebih meningkatkan kerjasamanya dengan pihak-

pihak yang menunjang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. 

Agar kedepannya persayaratan untuk mendapatkan bantuan hukum secara 

cuma-cuma lebih mudah didapatkan oleh masyarakat. 
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